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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyusunan dan
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor .65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057;



N

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan
Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari
Senin, tanggal 7 Desember 2020 dengan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke-36
Masa Sidang ke-III Tahun 2020 tanggal 14 Desember

2020.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU ¢ Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan
Timur melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMI{R
KETUZ,
Drs”’HT”MAKMUR HAP
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik I
Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

3. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

4. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samaripda;

5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

6. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4D TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO TENTANG INISIATIF STATUS KET.

1 | Penyelenggaraan Inisiatif DPRD Nasmik Luncuran
Ketahanan Keluarga

2 | Perlindungan Tenaga Kerja | Inisiatif DPRD Nasmik Luncuran
Lokal

3 | Tata Cara Penyusunan dan | Inisiatif DPRD Nasmik & BARU
Mekanisme Pembahasan Draft Raperda
Rancangan APBD Provinsi
Kalimantan Timur

4 | Kepemudaan Inisiatif DPRD Nasmik & BARU

Draft Raperda

S | Percepatan Pengembangan | Inisiatif DPRD Nasmik & BARU
Pembangunan Perdesaan Draft Raperda

6 | Penyelenggaraan Usul Nasmik & Luncuran
Pemerintah Berbasis Sistem Pemprov. Draft Raperda
Teknologi Komunikasi dan Kaltim
Informasi

7 | Tata Cara Penyusunan Usul Nasmik & Luncuran
Program Pembentukan Pemprov. Draft Rapeda
Peraturan Daerah Kaltim

8 | Pengelolaan Barang Milik Usul Nasmik & Luncuran
Daerah Pemprov. Kaltim | Draft Raperda

9 | Pengelolaan Limbah Bahan Usul Nasmik & Baru
Berbahaya dan Beracun Pemprov. Draft Rapeda
Untuk Kegiatan Kaltim
Pengumpulan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun

10 | Rencana Induk Usul Nasmik & Luncuran
Pembangunan Pemprov. Draft Rapeda
Kepariwisataan Provinsi Kaltim (perlu
KaltimTahun 2021-2031 pembaharuan)

11 | Perubahan Bentuk Usul Hasil Fasilitasi Jadwal
Perusahaan Daerah Pemprov. dari Paripurna
Pertambangan Provinsi Kaltim Kemendagri Persetujua
Kaltimmenjadi Perusahaan n
Perseroaan Daerah Melati Penetapan
Bhakti Sejahtera

12 | Perubahan Bentuk Usul Hasil Fasilitasi Jadwal
Perusahaan Daerah Pemprov. dari Paripurna
Pertambangan Provinsi Kaltim Kemendagri Persetujua
Kaltimmenjadi Perusahaan n
Perseroaan Daerah Penetapan
Pertambangan Kaltim

Sejahtera




RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO NAMA PERDA BIDANG KERJA | INISIATIF | STATUS KET.
1. | Laporan Pertanggung BPKAD Usul
Jawaban Pelaksanaan - Prov. Kaltim Pemprov.
APBD Tahun 2020 Kaltim
2. | Perubahan APBD Tahun BPKAD Usul
Anggaran 2021 Prov. Kaltim Pemprov.
Kaltim
3. | Anggaran Pendapatan dan BPKAD Usul
Belanja Tahun Anggaran Prov. Kaltim Pemprov.
2022 Kaltim

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 14 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Drs. H. MAKMU

KETU




